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TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Perizinan
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Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari

pemerintah. Pengertian izin menurut defenisi yaitu perkenan atau pernyataan

Buepun-bue

mengabulkan.  Sedangkan istilah  mengizinkan = mempunyai  arti
memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.®® Pengertian izin juga
sering diistilahkan lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu
dispensasi, konsesi, dan lisensi.**

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan

3 YnJnjas ne

= suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatuan tersebut.
Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara

normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti yang menyisihkan pelanggaran
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dalam hal khusus.
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Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan

undede yn)

suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu

|

5 ; perusahaan dengan izin khusus atau istimewah.
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z 3 Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang
o 3

= & besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya
0 ;

‘nel

pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak

uenelun

%0 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan
%1 Mr.J.B Ten Berge J.M. Pengantar hukum Perizinan. Yuridika. Jakarta, hal 2
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penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsensionaris) yang bukan

pejabat pemerintah.

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi
dibawah ini akan disampaikan beberapa defenisi izin menurut para pakar:*

1. Ateng Syafruddin menyatakan bahwa: izin bertujuan dan berarti
menghilangkan halangan, hal ini dilarang menjadi boleh, atau sebagai
peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

2. Sjachran Basah menyatakan bahwa: izin adalah perbuatan hukum
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam
hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagir Manan menyatakan bahwa: izin dalam arti luas berarti suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang
secara umum dilarang.

4. E. Utrecht menyatakan bahwa: bila pembuat peraturan umumnya tidak
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja
diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut
bersifat suatu izin.

Pengertian izin juga di jelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri

nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit

%2 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta. 2006. h. 207
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pelayanan perizinan terpadu di daerah. Dalam ketentuan tersebut izin
diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut
menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk
dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan
secara lisan.

Izin adalah salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan
dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana
yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam arti luas, izin
jalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan-ketentuan larangan perundangan.®® Yang menjadi pokok pada izin
(dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar dalam Kketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas
tertentu bagi tiap kasus. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang
ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak
mungkin memberi izin kepada semua yang memenuhi Kriteria.

Namun pada dasarnya pemungutan pajak haruslah berdasarkan

undang-undang karena pajak adalah iuran, atau kewajiban menyerahkan

% Mr.J.B Ten Berge J.M. Op Cit. h. 5
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sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara yang sifatnya memaksa

sebagaimana dalam pasal 23 A UUD NKRI 1945 menyatakan, “Pajak dan

sunpuljig eidio ¥yeH

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang”. Namun sebagai ketentuan tertulis, memiliki jangkauan yang
terbatas apabila dibandingkan dengan perubahan atau perkembangan
masyarakat yang semakin cepat, sehubungan dengan hal itu, maka bisa saja
dalam suatu waktu pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan alasan belum ada peraturan yang mengatur. Sementara
pada prinsipnya pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada
ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas sepanjang hal tersebut masih menjadi
kewenangannya.

“Bagir Manan menyatakan bahwa pembuatan undang-undang
bagaikan deret hitung sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti

deret ukur”*

ynuag wejejf

Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah dapat menerapkan freies

Jaguins ueMingaAusul Ue
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ermessen dalam menyelenggarakan fungsi pajak karena pemerintah harus
dapat mengakomodir kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan

peningkatan perkembangan ekonomi negara maupun masyarakat. Sehingga
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untuk menunjang semua itu diperlukan penerapan kebijaksanaan yang

B)SNS NN wizl edue)

Sl

21

fleksibel, cepat, efektif, dan efisien sehingga ada penyesuaian-penyesuaian

nery

dalam kehidupan bernegara.
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% Syofrin Syofyan, Hukum Pajak dan Permasalahannya, PT Refika Aditama, Bandung.
2004. h. 11
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Oleh karena itu, asas freies ermessen adalah hal yang tidak dapat lagi

I1g exdid ey

1

terelakan dalam tatanan bentuk negara kesejahteraan modern, terutama diera
globalisasi. Karena keberadaan freies ermessen tentu saja dapat menjadi salah

satu instrumen pemerintah dalam mengendalikan kebijakan pendapatan negara

Buepupn 1Bunpul

ke arah yang kondusif atau stabil. Sehingga dapat dikatakan bahwa freies

Buepun-

eermessen merupakan condition sine quanon yang juga diperlukan dalam
menyelengarakan fungsi pajak, sehubungan dengan hal itu administrasi negara
tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan
dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ridwan H.R yang menyatakan
bahwa freies ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan
dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas.®

Pengertian Keputusan (beschikking) menurut Guru Besar Hukum Tata
Negara UGM, Prof. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh
Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final. Jika kita melihat
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defenisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur keputusan Tata Usaha
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Negara, yaitu:

1. Penetapan tertulis
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2. Dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara
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3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan
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4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual, dan final).

uen

® Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Erlangga. Jakarta.
2010. h. 10
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Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), menurut Pasal 1 Angka

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986, didefinisikan sebagai berikut;

sunpuljig eidio ¥yeH

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.36

Rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tersebut memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis: adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut
penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “form” tidak penting
bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan
tertulis.

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan Badan atau

ynuag wejejf

Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan

Jaguins ueMingaAusul Ue
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urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penjelasan atas pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud

dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika
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kita mendasarkan pada defenisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
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diatas, maka aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan yang terendah

nery

mengemban 2 (dua) fungsi, yaitu:

uenelun
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% UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN,
ketetapan Pasal 1 angka 3 tidak mengalami perubahan.
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a. Fungsi memerintah ( bestuurs functie) kalau fungsi memerintah tidak

dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet.

sunpuljig eidio ¥yeH

b. Fungsi pelayanan (vervolgens functie) adalah fungsi penunjang, kalau
tidak dilaksanakan maka akan sulit mensejahterakan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain
melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-
perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Mengenai hal ini
Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak
hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar freies ermesssen
dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur

secara tegas dalam undang-undang.®’

§ 3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
Dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik
adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan

memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan

IIlJ[
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mandat akan melahirkan kewenangan. Dasar untuk melakukan perbuatan

Jaguins ueMingaAusul Ue
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hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (bekwaamheid) dari
subyek hukum (orang atau badan hukum). Pada uraian diatas yang

dimaksud dengan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu

¥ uesijnuad ‘ue

jabatan (Pasal 1 angka 6 Nomor 5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang
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yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan
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dengan wewenang yang dilimpahkan). delegasi adalah pemindahan/
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pengalihan seluruh kewenangan yang ada, yang menurut Prof. Muchsan
adalah pemindahan/pengalihan seluruh kewenangan dari delegans
(pemberi delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi) termasuk
seluruh pertanggung jawabannya. Mandat Philipus M. Hadjon berpendapat
bahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan
atau pengalihtanganan kewenangan. Sedangkan Prof. Muchsan
mendefenisikan mandat adalah pemindahan/pengalih sebagian wewenang
dari mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat)
sedangkan pertanggungjawaban masih berada ditangan mandans.

Konkret, Individual dan Final.

Berdasarkan rangkaian norma, sebagaimana yang dikenal dalam
ilmu hukum, hukum administrasi negara dan hukum tata negara, ketetapan
memiliki sifat norma hukum yang individual-konkret dari rangkaian
norma hukum yang bersifat umum-abstrak. Berdasarkan Pasal 1 angka 3
UU Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana disebut diatas, ketetapan memiliki
sifat konkret, individual, dan final. Konkret berarti objek yang diputuskan
dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat
ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum,
tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan final berarti

sudah defenitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.®

% Ridwan H.R. Op.Cit.
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5. Akibat Hukum.

Meskipun pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat,
dalam hal ini hanya dibatasi pada tindakan pemerintah yang bersifat
publik. Tindakan hukum publik, yaitu tindakan-tindakan hukum yang
dilakukan berdasarkan kewenangan yang bersifat hukum publik. Menurut
J.B.J.M Ten Berge “tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik hanya

dapat dilahirkan dari kewenangan yang bersifat hukum publik.*

By Teori Retribusi Daerah

Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 UU No 28 Tahun 2009 adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambangan Nilai yang dikelolah oleh Direktorat
Jendral Pajak.*

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam Kaitan
penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan
salah satu komponen PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.*

% Ibid h. 160
0 Abu Samah, Memahami Hukum Pajak di Indonesia, Pekanbaru, 2016, h. 72
“!1bid, h. 74
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Apakah dengan tidaknya pengusaha mengurus izin usaha akan

berdampak pada pendapatan Daerah dan siapa yang akan memungut retribusi

puljig eydin yeH

jika pengusaha memiliki atau mempunyai izin usaha?
Manfaat Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

Buepun-buepu

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Tinjauan apa yang membedakan antara pajak dengan retribusi secara
umum dapat ditinjau melalui sifatnya, jika pajak bersifat memaksa dan
menyeluruh lain halnya dengan retribusi yang bersifat memaksa dikala
5 Z ; seseorang atau badan menggunakan suatu jasa dari badan atau lembaga

pemerintahan.

C. Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Di Indonesia, defenisi UMKM diatur dalam Undnag-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.** Pasal 1 dari UU

tersebut dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik

undede

orang perorangan dan/atau badan Usaha perorangan yang memiliki kriteria
; usaha mikro sebagaimana diataur dalam UU tersebut.*® Usaha kecil adalah

2 usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang

1S NIN Uizl edue)
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perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

nery

bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik
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;‘2 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia. Bogor, Ghalia Indonesia, 2009. H. 16
Ibid. h. 17
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langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dlam UU
tersebut.**

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekeonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perushaan atau bukan anak cabang yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidk langsung, dari
usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Didalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk
mendefenisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai

kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

Bl UEpP UeyLL
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a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memeiliki aset paling banyak Rp.

AU
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50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil
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penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.
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b. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan

uelode|

paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

sinuad

usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga

ue
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maksimum Rp. 2.500.000,00
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Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih

nery
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lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 100 milyar hasil
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penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampa paling tinggi Rp. 50
milyar.*

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah
lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat
Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai
ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil,
usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik
(BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga
4 orang, usaha kecil 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20
sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja
diatas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam
kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada
kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri.
Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun
1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontibusi usaha kecil
dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam
perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak,
melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping usaha mikro
kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar
melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi

terhadap Product Domestik Bruto (PDB).

** Undang-Undang tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6
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Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan
terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya
krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi
stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada
kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM
serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum tujuan atau sasaran atau yang ingin dicapai adalah
terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh
dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam
produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam
permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Klasifikasi Usaha Mikro/Kecil.

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan atau
menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.
Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam
goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan peguatan
kelompok Usaha Mikro Kecil dan atau Menengah yang melibatkan banyak
kelompok. Berikut ini adalah Kklasifikasi Usaha Mikro Kecil/ Mengengah
(UMKM):

a. Livelhood Activities, Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari

nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal.
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b. Micro Enterprise, Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat

puljig eydin yeH

un

kewirausahaan.

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan

Buepun 16

Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan

Buepun-

mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) vyang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan

melakukan tranformasi menjadi usaha besar.*

Nnele ueibegoas 3eAl

3. Karakteristik Usaha Mikro/Kecil.
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Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk di

ey ynin

kembangkan karena pasar yang luas, bhan baku yang mudah didapat serta

sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung
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perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati

WE|E

beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti:

perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang

undede ymuaq

baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan. Peguasaan

1E]

ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut,

mengelola sisten produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan

NIN uizi ed

a3
w0
o

o
=

terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan
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langkah menuju keberhasilan dalam megelola usaha tersebut.
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“® Ade Resalawati, “pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan
ekonomi pada sektor UKM Indonesia”.
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Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum,

sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1w Buele|q

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan

unwnBL

iL

cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.

D UEY

Kadangkala pembukuan tidak up to date sehingga sulit untuk menilai

U Uef

Buepun-6uepun 1Bunpuig e1din ¥eH
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keja usahanya.

1 193(
IRISe

b. Margin usaha yang cenderung tips mengingat persaingan yang sangat
tinggi.

c. Modal terbatas.

Nnele ueibegoas 3eAl

d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat

SNS NIN

1 uenl

terbatas.

~
T

u

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga suit mengaharapkan untuk
mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat

E|ep Ul sijnj [":':.Ii"."/’l ynin|as

L

tebatas.

uaq

g. Kemapuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat

undede yn)

keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana

5 = di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi
N3

s & standar dan harus transparan.”’

¢ 3 Kemajuan dalam bidang industri di Indonesia memberikan

berbagai dampak positif yang terbentuknya lapangan kerja, membaikkan

|

‘nel

sarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya taraf sosial

uenelun

*" pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra
Wacana. 2010, h.32
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ekonomi masyarakat. Suatu kenyataan yang perlu disadari bahwa
perkembangan kegiatan industri secara umum juga merupakan sektor yang
sangat potensial sebagai sumber pencemaran yang akan merugikan bagi
kesehatan dan lingkungan.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan
mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai
tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling
dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya
berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Menurut | Made Sandi industri adalah usaha untuk memproduksi
barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi
penggarapan dalam jumlah besar sehinga barang tersebut dapat diperoleh
dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.
Perindustrian Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan
rancang bangun dan perekayasaan indusri*®.

a. Kilasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Baku
1) Industri ekstraktif, yaitu bahan bakunya diperoleh langsung dari
alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan,

dan industri hasil kehutanan.

*® Wahana geografi SMA di http//geografi-geografi.blogspot.com/2010
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2) Industri non ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut

hasil-hasil industri lainnya. Misalnya: industri kayu lapis, industri

sunpuljig eidio ¥yeH

pemintalan, dan industri kain.

3) Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegitan
industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperlun
orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan
pariwisata.

b. Klasifikasi Industri Berdasarkan Produksi Yang Dihasilkan

1) Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda
yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Mialnya: industri anyaman,
industri konveksi, industri makanan dan minuman.

2) Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda
yang membutuhkn pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau
digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban,

industri baja, dan industri tekstil.

ynuag wejejf

Industri pengolahan kayu merupakan salah satu industri yang

Jaguins ueMingaAusul Ue

undede

pertumbuhannya sangat pesat, hal ini berkitan dengan konsumsi hasil
hutan yang mencapai 33 juta m? per tahun. Konsumsi hasil hutan yang

sedemikian besar itu antara lain diserap oleh industi plywood, sawmill,

¥ uesijnuad ‘ue

furniture, partikel board dan pulp.
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Usaha pengetaman kayu adalah suatu bentuk kegiatan dibidang

nery

industri dengan melakukan pengetaman kayu setengah jadi menjadi kayu

uenelun

siap pakai.
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Usaha somel adalah suatu bentuk kegiatan dibidang industri
dengan mengubah kayu mentah hasil hutan menjadi kayu setengah jadi.

Gudang kayu adalah kegiatan dibidang industri dengan
mengumpulkan kayu baik setengah jadi maupun kayu pakai untuk dijual.

Usaha pengetaman kayu merupakan salah satu bentuk usaha
industri yang memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usahanya.
Untuk memulai usaha pengetaman kayu diperlukan modal yang cukup
besar untuk usaha pengetaman kayu yang menengah diperlukan modal
usaha kurang lebih Rp. 50.000.000 hal itu belum termasuk biaya

pengurusan perizinan usaha pengetaman kayu.



